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Pemprov ...
tersebut tidak digunakan. Karena tidak
ada format atau aturan, khususnya di
Indonesia yang mengatur terkait dana
hibah tersebut," terang Irwan Prayitno.

Perlu aturan yangjelas terkait dana
hitrah pengelolaan yang sifatnya abadi
dan berkelanjutan setiap tahun oleh
pemerintah daerah terhadap uang dari
pihak ketiga.

"Kita sudah berkali-kali berkonsul-
tasi dengan Kemendagri, Kemenfrian
Keuangan dan Kemenkumham nggak
ada judulnya atau nomenklatur yang
berlaku di Indonesia. Makanya uang itu
tidak habis-habis," ucapnya,

lrwan Prayitno menyampaikan,
dana PT Rajawali, bukanlah APBD,
murni provinsi, dana ini merupakan
hibah yang dikhususkan dalam pem-'
bangunan dunia pendidikan Sumbar.
Dana itu harus jelas kegunaan dan
peruntukannya.'

Terkait dana hibah itu, Irwan Prayit-
no menjelaskan, bahwa BPK RI sudah
berkali-kali menjadikan temuan. ?da
UAng.dl ka6 daerah tapi tidakada juSul.
Itupun sudah bdrkali-kali a-df revisi
yang mengatur, bahkan sangat berbeda
dengan harapan dari hibah Rajawali
ini," ungkapnya.

Selanjutnya, gubernur Irwan Pra-
yltno juga mengatakan, pencairan dana
hibah perlu mengikuti aturan per-
mendagri. Namun harus ada aturannya,
setidaknya keluaran pesannya urusan
badan hukum atau payung hukum.
Sebab, proses regulasi pemberian
beasiswa dari hibah PT. Rajawaliharus
men ggunakan istilah "diskresi ".

"Secara teknisnya, saya serahkan
pada Akademisi dan kepala sekolah
untuk merumuskannya. Baru kita
keluarkan Pergub nya," ucap lrwan.

Diskresi adalah kebijakan Kemen-
da!;ri pada Pemprov t'erkait di luar
kewenangan Pemprov. Kenapa demi-
kian, karena memang dalam Feraturan
Gubernur (Pergub) tersebut dialoka.
sikan beasiswa pendidikan ini bagi
siswa,.dan mahasiswa di Sumbar ini

'Atas dasar Pergub itu, nantinya

nasib siswa dan mahasiswa yang tak
mampu akan cair. Untuk itu saya sangat
berharap agar bisa teilaksana. Pesan
saya, jangan ada yang menyalahi
aturan, bisa.bisa kita dianggap korupsi
nantinya,'l pesan gubernur Sumbar.

Sementara itu Kepala Dinas Pen-
didikan Sumbar Adib Alfikri menye-
butkan Fergub pencairan beasiswa
Rajawali sudah disepakati dengan
gubernur, tinggal teknis penyalurann-ya.
Pada.rapat itu ia menyerahkan sepe-
nuhnya pada perguruan tirrggi darr
sekolah yang memberjkan rekomendasi
pada mahasiswa dan siswa yang akan
menenma.

"Untl.rk tahap pertama, akan dicair-
kan RpS miliar. Semua mekanisrne
penyaluran tertuang.dalam Pergub,"
ulasnya.

Selanjut Kabid Bidang pSMA Dinas
Pendidilan Sumbar Suryanto menye-
butkan. selama ini terbentur ketika
menyusun Pergub sesuai diskresi.

Ada dua kategori yang berhak
menerima beasiswa tersebut pertama,
siswd dan mahasiswa kurang u_r4$pu
dengan $ibA\tikan adanya sura*ketp--
rangan mungkin dari kelurahan. nagari
atau terdaftar di Badan Amil Zakat
(BAZ) terpadu.

Kedua piswa dan mahasiswa ber-
prestasi dengan indikator Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK), dan untuk
perguiuan tinggi untuk akreditasiA, B
juga berbeda IP-nyarTermasuk prestasi
di luar akademik seperti di bidang
olahraga, tahfiz bagus dan segala
macamnya juga akan diakomodir.

"Yang jelas, kita Iebih menprio-
ritaskan untuk anak-anak kita berasal
dari Sumbar, baru yang lain, terkait
teknisnya nanti tertuang dalam pergub,"
terangnyd.

Termasuk mernbahas besaran beasis '

wanya, baik kepada mahasiswa dan
siswa miskin maupun. berprestasi.
Persyaratan penerimaan beasiswa ini.
tentu pihak pergufdan,tinggi dan
sekola h yang memberikan kewenan gan
untuk merekomendasikan untuk ma.h a-
siswa dan siswa layak untuk diberi
beasiswa. (104)


